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ABSTRACT 
Corruption criminal act and money laundering criminal act were closely related. It can 
be seen in Article 2, paragraph 1 of Law No. 8/20120. Goods/service procurement is 
personal and functional responsibility. Functional responsibility is divided into PA 
(budget user)/KPA (Proxy of Budget User), PPK (Commitment Making Official), ULP 
(Procurement Service Unit)/Procurement Official, and the Committee/Official that 
Receives Work Outcome). Judicial analysis of money laundering criminal act on 
procuring goods/service (A Study on the Ruling of the Supreme Court No. 1793 
K/PID.SUS/2014), showed that the judge’s consideration at the Medan District Court in 
handing down his verdict by stating that the defendant, Tono alias Asia, had been proven 
to commit criminal act as stipulated in Article 5, paragraph 1 in conjunction with Article 
2, paragraph 1, letter a of Law No. 8/2011 on the Prevention and Eradication of Money 
Laundering Criminal Act, that the the judge’s imposition on the sanction was not 
appropriate since the defendant had collectively committed corruption criminal act as 
stipulated in the primary indictment under Article 2, paragraph 1 of Law No. 20/2001 in 
conjunction with Article 55, the first paragraph 1 of the Criminal Code.  
 
Keywords: Money Laundering, Corruption, Procurement 
 
I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pemenuhan kebutuhan barang/jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat 
dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya barang/jasa, di samping 
merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawab permerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan 
rakyat, sekaligus kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Pembuatan 
kontrak pengadaan barang.jasa menjadi praktek rutin (routin practice) baik oleh pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah. 1 
Pada prakteknya pengaturan mengenai tata cara atau pedoman dasar melakukan 
pengadaan barang/jasa pemerintah sering kali tidak dilakukan sesuai prosedur oleh para penyedia 
barang/jasa dan juga pengguna barang dan jasa, yang akibatnya banyak terjadi penyimpangan-
penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Bahkan dalam era otonomi 
daerah sekarang ini, penyimpangan tersebut justru semakin luas. Terlihat dari banyaknya pihak 
terkait pengadaan barang/jasa itu berurusan dengan aparat penegak hukum.2 
Bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa 
pemerintah antara lain adalah persekongkolan yang tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa. 
persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa adalah suatu konspirasi usaha, yakni suatu 
bentuk kerjasama diantara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkut 
bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut. Persekongkolan yamg terjadi dalam 
pengadaan barang dan jasa pemerintah biasa dilakukan oleh pelaku usaha atau penyedia barang 
dan jasa pemerintah biasa dilakukan oleh pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan 
oknum pegawai negeri sipil atau pengguna barang dan jasa. Persekongkolan ini biasanya dilakukan 
untuk memenangkan salah satu peserta lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk 
mendapatkan kontrak pengerjaan tender proyek tersebut. Persekongkolan dalam proses pengadaan 
barang dan jasa ini menimbulkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.3 
Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk 
mensejahterahkan masyarakat yang dilaksanakan dengan memanfaatkan keuangan negara yang 
jumlahnya terbatas, maka dilaksanakan dengan efektif dan efisien agar dapat diperoleh barang/jasa 
yang jenis, model dan tipenya sesuai dengan kebutuhan segingga memberikan manfaat yang 
                                                          
1 Yohanes Sogar Simamora, Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di 
Indonesia, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2013), Hal. 1 
2 http://www.ombudsman.go.id/Website/detailArchieve/40/id, diakses pada tanggal 20 Oktober 
2015 Pukul 22.03 WIB 
3 Munir Fuady, Hukum Antimonopoli, (Bandung:PT. itra Aditnya Bakti, 2000), Hal. 82 
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maksimal bagi peningkatan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat, dengan 
memanfaatkan sumber dana yang ada sehemat mungkin dan bebas dari segala bentuk kebocoran 
dan pemborosan.4 
Pelaksanaan pembangunan seharusnya menghasilkan segala sesuatu yang dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pengadaan barang/jasa pemerintah harus 
dilakukan secara terencana. Perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melekat pada 
perencanaan anggaran belanja pemerintah dalam RAPBN. Pada tingkat satuan kerja pemerintah, 
penyusunan rencana pengadaan barang/jasa dilakukan dengan merencanakan berbagai kegiatan 
yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja. Dasar kegiatan yang akan dilaksanakan 
itulah akan diketauhi pula berbagai jenis dan jumlah barang/jasa yang dibutuhkan serta spesifikasi 
dari masing-masing barang sesuai untuk masing-masing kegiatan. Selanjutnya berdasarkan jenis, 
jumlah dan spesifikasi barang yang dibutuhkan dapat disusun anggaran belanja yang dibutuhkan. 
Rencana kebutuhan anggaran biaya masing-masing satuan kerja dituangkan dalam Rencana Kerja 
dan Anggaran Kementrian/ Lembaga(RKA-KL).5 
Pada umumnya pelaku tindak pidana korupsi khususnya pada pengadaan barang/jasa 
berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari 
tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya sulit ditelusuri oleh 
aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik 
untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan harta 
kekayaan dari hasil tindak pidana disebut Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana 
Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem 
keuangan suatu negara maupun keuangan daerah tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.6 
Di Indonesia pengaturan tentang pencucian uang pada awalnya diatur dalam Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian diubah 
menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pencucian Uang dan mensyaratkan Tindak Pidana Pencucian Uang telah dikategorikan sebagai 
salah satu kejahatan, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh korporasi, dengan 
modus operandi adalah menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan yang dikategorikan sebagai 
predicate crime.7 
Secara populer dapat dijelaskan bahwa aktivitas pencucian uang merupakan suatu 
perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu 
tindak pidana yang kerap dilakukan oleh criminal organization, maupun individu yang melakukan 
tindakan korupsi, penyuapan, perdagangan narkotika, kejahatan kehutanan, kejahatan lingkungan 
hidup dan tindak pidana lainnya dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan atau 
mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana. Perbuatan menyamarkan, 
menyembunyikan atau mengaburkan tersebut dilakukan agar hasil tindak kejahatan (proceeds of 
crime) yang diperoleh dianggap seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa harta 
kekayaan tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.8 
Adapun yang melatarbelakangi para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah 
dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan 
proceeds of crime, memisahkan proceeds of crime dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil 
kejahatan tanpa adanya kecurigaan dari aparat yang berwenang untuk mengembangkan kasus 
kejahatan selanjutnya atau ke dalam mencampurnya dengan bisnis yang sah. Dalam konteks 
penegakan hukum, istilah money laundering bukanlah suatu konsep yang sederhana, melainkan 
sangat rumit karena masalahnya begitu kompleks sehingga cukup sulit untuk merumuskan delik-
delik hukumnya (kriminalisasi) secara objektif dan efektif. Ini tercermin dari batasan-batasan 
pengertiannya yang cukup banyak dan bervariasi. Batasan pengertian (definisi) yang relatif tidak 
                                                          
4Ibid, Hal. 2 
5Ibid 
6Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang. 
7 Pasal 2 UU TPPU mensyaratkan 25 jenis tindak pidana (predicate crime) yang dikategorikan sebagai 
tindak pidana utama dalam Tindak Pidana Pencucian Uang berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak 
pidana, yakni : korupsi, penyuapan, penyeludupan imigran,di bidang perbankan, di bidang pasar modal,di 
bidang asuransi, narkotika, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penculikan, 
terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di 
bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, atau tindak pidana lainnya yang diancam 
dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di 
luar wilayah Indonesia, dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. 
8 Pathorang Halim Penegakan Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi, (Jakarta: 
Total Media, 2013), Hal. 1 
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sama (berbeda-beda) itu juga terdapat pada negara-negara yang sama-sama memiliki ketentuan 
(Undang-Undang) anti pencucian uang. Demikian juga halnya di antara lembaga dan organisasi 
internasional yang kompeten di bidang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang. Penegakan hukum yang banyak disorot oleh dunia internasional adalah penegakan dalam 
Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering).9  
Penelitian ini dapat menganalisis satu kasus tindak pidana pencucian terhadap pengadaan 
barang/jasa pemerintah yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 
116/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn pada proses kegiatan pengadaan Barang/ Jasa di Dinas Kesehatan di 
kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk pengadaan alat kesehatan dan KB yang dilaksanakan oleh 
CV.Cahaya sebagai pemenang tender yang mana Putusan Pengadilan Negeri Nomor 
116/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn menyatakan bahwa Terdakwa (Tono) dijatuhkan pidana penjara 
selama 1 Tahun 6 bulan dan Terdakwa Tono alias Asia tersebut secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang hasil dari Tindak Pidana Korupsi. Pada 
putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 33/PID.SUS.K/2014/PT-MDN menyatakan bahwa 
Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 
100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan 
pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya Mahkamah Agung Nomor 1793 
K/PID.SUS/2014 Menyatakan Terdakwa Tono alias Asia terbukti secara sah dan 
meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uangdan Menjatuhkan pidana terhadap 
Terdakwa Tono alias Asia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 
pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan jika denda 
tersebut tidak dibayar, maka diganti denganpidana kurungan selama 1 (satu) Tahun.  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka hal ini menarik untuk diteliti dalam bentuk tesis 
yang berjudul “Analisis Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi 
terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1793 
K/PID.SUS/2014)”. 
 
B.  Permasalahan 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana keterkaitan pencucian uang dari hasil Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan 
Barang/ Jasa? 
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum penyedia barang dan jasa dalam pengadaan 
Barang/Jasa? 
3. Bagaimana analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1793 K/PID.SUS/2014 dikaitkan 
dengan penyedia barang dalam proses penyediaan pengadaan Barang/Jasa ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan pencucian uang dari hasil Tindak Pidana 
Korupsi dalam pengadaan Barang/Jasa. 
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum penyedia Barang/Jasa dalam pengadaan 
Barang/Jasa  
3. Untuk mengetahui analisis hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 1793 K/PID.SUS/2014 
dikaitkan penyedia barang dalam proses penyediaan pengadaan Barang/Jasa  
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara 
teoritis maupun secara praktis. 
 
1. Secara Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 
hukum pada akademisi dan bagi masyarakat umum khususnya dalam pemberantasan tindak 
pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dengan menerapkan Undang-undang 
tindak pidana pencucian uang. 
 
2. Secara Praktis 
                                                          
9Ibid 
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Dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang 
kejahatan korupsi dan penanganannya dengan menggunakan Undang-undang Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 
 
II. KERANGKA TEORI 
Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu 
kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan pertimbangan, pegangan teoritis.10 
Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu 
masalah. Setiap penelitian membutuhkan titik tolak atau landasan untuk memecahkan atau 
membahas masalahnya, untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran 
yang menggambarkan dari mana massalah tersebut diamati.11 Untuk mengetahui permasalahan-
permasalahan dalam penulisan ini digunakan teori: Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Teori 
Pembuktian.  
Dalam hukum pidana Indonesia dikenal istilah Tiada Hukuman Tanpa kesalahan (geen 
straf zonder schuld) yang merupakan dasar dari pertanggungjawaban hukum pidana terhadap 
pelaku tindak pidana. Istilah tiada hukuman tanpa kesalahan tersebut memiliki ratio hukum bahwa 
barang siapa yang melakukan kesalahan di dalam hukum pidana wajib mempertanggungjawabkan 
kesalahannya tersebut di depan hukum dengan ancaman penjatuhan sanksi pidana terhadap 
pelaku tindak pidana tersebut. Perkataan “Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) menunjuk kepada subjek pelaku tindak pidana”. 
Teori lainnya yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori pembuktian. 
Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa 
tertentu (communis opinion). Hakim harus mengkonstatir peristiwa dan mengkualifisirnya 
sehingga tujuan pembuktian adalah apa yang disebutkan dalam putusan hakim yang didasarkan 
atas pembuktian tersebut. Tujuan pembuktian ialah putusan hakim yang didasarkan atas 
pembuktian tersebut. Walaupun putusan itu diharuskan objektif, namun dalam hal pembuktian 
dibedakan antara pembuktian dalam perkara pidana yang mensyaratkan adanya keyakinan dan 
pembuktian dalam perkara perdata yang tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan.12 
 
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Keterkaitan Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan 
Barang dan Jasa 
Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian uang memiliki hubungan yang 
sangat erat. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8 
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil tindak 
pidana itu diklasifikasikan dalam 25 (dua puluh lima) kelompok kejahatan (predicate crime).  
Dari rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 8 
Tahun 2010 nampak bahwa tindak pidana pencucian uang terdapat  karakteristik  khusus  yang  
berbeda  dengan  tindak  pidana  yang lain yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan  
follow up crime, sedangkan hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut sebagai core 
crimes atau predicate crime. Maka bila dilihat dari kronologi perbuatan maka tidak mungkin 
terjadi pencucian uang tanpa terjadi predicate cr ime (no money laundering without core 
crimes) terlebih dahulu.13 Dari ketentuan pasal tersebut di atas, bahwa tindak pidana korupsi 
merupakan salah satu dari jenis tindak pidana asal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian 
uang. Tindak Pidana asal (predicate crime) adalah tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya 
tindak pidana pencucian uang.14  
 
B. Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Barang dan Jasa Dalam Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah 
Proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di instansi pemerintah melibatkan beberapa 
pihak, baik internal instansi tersebut maupun eksternal, yakni penyedia barang/jasa yang nantinya 
akan melaksanakan kewajiban penyediaan barang/jasa sesuai dengan apa yang diperjanjikan. 
Masing-masing pihak tersebut memiliki kewajiban pemenuhan tanggung jawab berbeda-beda satu 
                                                          
10 M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung : Mandar Maju, 1994), Hal. 80 
11 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang sosial, (Yogyakarta: UGM-Pers, 2003), Hal. 39-40 
12 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,(Yogyakarta : Liberty), 1982, Hal. 103  
13 Yenti Ginarsih, Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktek, makalah pada seminar dalam 
rangka Munas dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, Solo Pada 
tanggal 8 s/d 10 September 2013, Hal. 6 
14 Muhammad Yusuf, dkk (Editor), Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang, (Bandung : The Indonesia Netherland National Legal Reform Program, 2011), Hal. 97 
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dengan lainnya. Perbedaan tersebut yang akhirnya dapat melahirkan batasan tanggung jawab 
hukum, khususnya hukum tentang Keuangan Negara.15  
fokus tanggungjawab jabatan adalah legalitas tindakan. Legalitas tindakan pejabat harus 
bertumpu pada wewengan, prosedur, dan substansi. Berkenaan dengan tanggungjawab pengadaan 
barang dan jasa oleh pemerintah, maka berikut akan ditelaah masing-masing wewengan dari 
pejabat dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 
2010 disebut sebagai Organisasi Pengadaan terdiri dari: 
a. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  
b.  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
c.  Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan 
d.      Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 
Sebagai individu melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan 
pribadinya, pemerintah juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan publik secara permanen dan 
konstan. Seperti halnya individu melakukan hubungan kontraktual dalam memenuhi 
kebutuhannya maka pemerintah pun melaksanakan hal yang sama. Pola kontraktualisasi ini 
digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu cara dalam melaksanakan fungsinya disamping 
tindakan-tindakan sepihak (unilateral acts) yang didasarkan pada kewenangan dan perintah 
(authority and command).16 
Fokus tanggungjawab pribadi adalah tindakan maladministrasi. Kata maladaminstrasi, 
kata dasar mal dalam bahasa latin malum artinya jahat (jelek). Kata adminstrasi asal katanya 
administrare dalam bahasa latin artinya melayani. Kalau dipadu menjadi maladministrasi dengan 
pengertian dasar tadi, maladministrasi adalah pelayanan yang jelek.17 
 
C. Analisis Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengadaan Barang 
dan Jasa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor1793 K/Pid.Sus/2014) 
1. Kasus Posisi 
a. Kronologis Kasus 
Pada tahun 2012 Departemen Kesehatan RI sesuai Daftar Isian Pelaksana Anggaran 
(DIPA) Tahun Anggaran 2012, nomor: 3230/024-04.4 .01/02/2012, tanggal 22 Mei 2012 memiliki 
dana Tugas Pembantuan untuk Dinas Kesehatan Kebupaten Labuhanbatu Selatan sebesar Rp. 
23.000. 000.000,- (dua puluh tiga milyar) yang dibagi unik 3 (tiga) kegiatan yaitu : 
1.    Pengadaan Gedung Puskesmas sebesar  Rp. 1.839.200.000,- 
2.    Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran dan KB sebesar    Rp. 20.179.280.000,- 
3.    Pengadaan Mobil Ambulance sebesar Rp. 900.000.000,- 
Sebelum Bulan Mei 2012 yaitu sekitar awal Bulan Februari tahun 2012 dr Rusman Lubis 
Sp.B,FinaCS selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mendapat undangan 
dari kantor Kementrian Kesehatan RI dalam hal Pengajuan Biaya APBN TA 2012 untuk melakukan 
Penyusunan Kebutuhan alat-alat Kesehatan Kedokteran dan KB yang dibutuhkan untuk Dinas 
Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak 33 jenis dengan jumlah 254 unit yang 
dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja/TOR (Term Of Reforence) Pelaksanaan Data Tugas 
Pembantuan TA 2012 dan Rincian Anggaran Belanja (RAB) Pengadaan alat Kesehatan Kedoketran 
dan KB di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2012 dengan jumlah anggaran 
sebesar Rp. 20.179.280.000,- (Dua Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus 
Delapan Puluh Ribu Rupiah),  
Dasar dr. Rusman Lubis Sp.B,FinaCS untuk membuat harga yang dituangkan dalam 
kerangka Acuan Kerja (KAK) atas pengadaan alat kesehatan kedokteran dan KB pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Selatan TA 2012 adalah atas dasar Price List yang diberikan oleh Johan 
Winata selaku Direktur PT. General Medical Supllier yaitu penawaran harga dari : 
1.  PT. General Medical Supplier Nomor : 015/GMS/PW/12 tanggal 7 Pebruari 2012. 
2. CV. Sarang Mutiara Nomor : 003/SM/II/2012 tanggal 13 Pebruari 2012. 
3. Technopat Medica Nomor : 006/TM/PH/II/2012 tanggal 14 Pebruari 2012. 
4. CV. Mars Indo Java Nomor : 004/MIJ/H/2012 tanggal 1 1 Pebruari 2012. 
                                                          
15https://eriprima.wordpress.com/2012/10/17/implementasi-hukum-serta-pertanggungjawabannya-
tentang-keuangan-negara-dalam-pengadaan-barangjasa-di-lingkungan-instansi-pemerintah-dalam-konsep-
good-governance/ diakses pada tanggal 4 oktober 2015 pada pukul 12.54 WIB 
16 George Langrod, Administrative Contracts (A Comparative Study), The American Journal of 
Comparative Law, Vol.IV, Number III, Summer 1995, p.325-326, dalam Sogar Simamora, Yohanes. Hukum 
Perjanjian – Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah. Yogyakarta: LaksBang 
PRESSindo, 2009. Hal. 77 
17 Philipus M. Hadjon, makalah,Tolak Ukur keabsahan Tindak Pemerintahan dan Keputusan Tata 
Usaha Negara, surabaya, 2004, Hal. 4 
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Atas dasar Kerangka Acuan kerja tersebut oleh kementrian Kesehatan Dirjen Bina Upaya 
Kesehatan menyetujui Pagu Anggaran untuk Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran dan KB 
sebesar Rp. 20.179. 280. 000,- (Dua Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus 
Delapan Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan kertas kerja Rencana Kerja Anggaran dan Kelembagaan 
(RKA-KL) Kementrian Kesehatan Ditjend Bina Upaya Kesehatan untuk pengadaan alat kesehatan 
Kedokteran dan KB di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2012 yang 
ditandatangani oleh dr. Rusman Lubis. Sp.B,FinaCS untuk pengadaan 33 jenis barang, namun dari 
33 jenis barang tersebut kemudian direvisi oleh dr.Rusman Lubis.Sp.B.FinaCS dan Syahrul'an 
rnenjadi 32 jenis barang atas usulan dari Syahrul'an sesuai dengan suratnya Nomor : 
027/030/PPK-DINKES/ 2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang pemberitahuan perubahan beberapa 
item pada RKA-KL APBN TP Dinkes Kab.Labusel TA 2012, namun demikian sebelum mendapat 
persetujuan atas perubahan yang dibuat, oleh Syahrul'an tetap dilaksanakan dan barang yang 
sudah disetujui yang tidak diadakan yaitu adalah barang berupa Gas Compressor sebanyak 8 unit 
dengan harga sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah). 
Atas hasil pelaksanaan rapat pada Kementerian Kesehatan RI di Jakarta dr.Rusman 
Lubis.Sp.B,FinaCS melaporkannya kepada Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Wildan Aswan 
Tanjung kemudian sekitar bulan Mei 2012 dr.Rusman Lubis. Sp.B,FinaCS dipanggil lagi oleh 
Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Wildan Aswan Tanjung untuk datang Kerumah Dinas 
Bupati di Kota Pinang sekitar pukul 20.00 Wib dan pada saat tersebut dr.Rusman 
Lubis.Sp.B,FinaCS melihat Terdakwa bersama Johan Tancho dan Jappar Sidik Nasution anggota 
DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersarna dengan Bupati dan dalam pertemuan tersebut 
Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Wildan Aswan Tanjung memperkenalkan dr.Rusman 
Lubis.Sp.B,FinaCS dengan Terdakwa dan Johan Tancho dan pada saat pertemuan tersebut Bupati 
mengatakan kepada dr.Rusman Lubis.Sp.B,FinaCS "untuk kegiatan Pengadaan alat Kesehatan 
Kedokteran dan KB di Dinas Kesehatan Kab. Labusel TA 2012 nanti dipegang oleh Terdakwa dan 
Johan Tancho " dan oleh dr.Rusman Lubis. Sp.B,FinaCS menjawabnya dengan mengatakan "siap 
pak". 
Dana Pengadaan alat kesehatan kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan 
Kab.Labuhanbatu Selatan TA 2012 telah dibayarkan oleh dr Rusman Lubis Sp.B,FinaCS selaku 
Pengguna Barang dan Syahrul'an selaku PPK kerekening Bersama CV.Cahaya (antara Terdakwa, 
Johan Tancho dan Johan Winata) ke PT Bank Sumut kantor cabang pembantu Sei Sekambing 
Medan dengan No Rekening 108.01.04.000220-9 tanggal 23 Nopember 2012 yaitu dari pencairan 
100% yaitu sebesar Rp. 14.442.037. 939, setelah dana masuk ke rekening CV Cahaya selanjutnya 
Johan Winata dan Terdakwa memberitahukan No. Rekening Bank nya kepada Johan Tancho dan 
Andy Syahputra agar ditransfer ke masing-masing rekening Bank Johan Winata dan Terdakwa 
yaitu dengan cara Johan Tancho dan Andisyah putra melakukan penarikan uang dari rekening CV 
Cahaya dengan menandatangani Cek. 
Atas uang yang telah ditarik oleh Johan Tancho dari rekening Bersama An.CV Cahaya 
selanjutnya Johan Tancho dengan menggunakan dana pencairan alat kesehatan kedokteran dan KB 
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mentrasnfer kerekening terdakwa di Bank 
BCA cabang Rantau Prapat No. Rek. 8235040138 sebesar Rp.3.250.000.000 dengan alasan seolah-
olah Johan Tancho mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp.2.250.000.000 dan seolah-
olah terdakwa meminjam uang Johan Tancho sebesar Rp. 1.000.000.000 dan atas uang yang 
masuk kerekening Terdakwa selanjutnya terdakwa membayar pinjaman kredit di Bank BCA 
disebesar Rp.1.900.000.000.-(satu milyar sembilan ratus juta rupiah) seolah-olah uang yang 
dibayar bukan berasal dari Tindak Pidana Perbuatan Terdakwa TONO alias ASIA tersebut 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 10 
Undang-Undang Rl Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian uang. 
 
b. Vonis Hakim18 
1.  Pengadilan Negeri19 
Menyatakan Terdakwa Tono Alias Asia tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair dan 
Dakwaan Pertama Subsidair. Membebaskan Terdakwa  dari Dakwaan Pertama Primair dan 
                                                          
18 Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat 
berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum bisa dilihat pada M. Husein, Op.cit, Hal. 
22 
19 Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama yang dibentuk oleh Menteri Kehakiman 
dengan persetujuan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuasaan hukum pengadilan meliputi satu 
Kabupaten/Kota, bisa dilihat pada http://aidazahro.blogspot.com/2011/08/lembaga-peradilan.html di akses 
pada tanggal 29 September 2015 Pukul 13.49 WIB 
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Dakwaan Pertama Subsidair; Menyatakan Terdakwa Tono alias Asia tersebilt terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencucian uang hasil dari tindak pidana 
korupsi”; 
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) 
tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar: Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan 
ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 
Menetapkan uang sejumlah Rp. 2.250.000.000,- yang terdapat dalam rekening Terdakwa dengan 
nomor rekening: 8235040138 di Bank BCA KCP Rantau Prapat dapat disita oleh Jaksa dan 
selanjutnya dirampas untuk negara. 
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar terdakwa tetap ditahan, dan membebankan kepada 
terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- 
 
2.  Pengadian Tinggi20 
Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan 
tanggal 30 April 2014 Nomor. 116/Pidsus.K/2013/PN-Mdn yang dimintakan banding sepanjang 
mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga  amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:  
1. Menyatakan Terdakwa Tono Alias Asia tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama 
Primair dan Dakwaan Pertama Subsidair. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama 
Primair dan Dakwaan Pertama Subsidair; Menyatakan Terdakwa Tono alias Asia tersebut 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencucian uang hasil 
dari tindak pidana korupsi”;  
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) 
tahun dan pidana denda sebesar: Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan 
jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 
Menetapkan uang sejumlah Rp. 2.250.000.000,- yang terdapat dalam rekening Terdakwa 
dengan nomor rekening: 8235040138 di Bank BCA KCP Rantau Prapat dapat disita oleh Jaksa 
dan selanjutnya dirampas untuk negara. 
 
3. Mahkamah Agung21 
Menolak permohonan kasasi dari pemohonan kasasi/Terdakwa Tono Alias Asia tersebut. 
Menolak permohonan kasasi dari pemohonan kasasi I: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan 
Negeri Medan tersebut. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 33/Pid.Sus.K/ 
2014/PT-Mdn. Tanggal 21 Juni 2014 yang memperbaki putusan pada putusan Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 116/Pid. Sus.k./2013/PN.Mdn. tanggal 30 April 
2014: 
1. Menyatakan Terdakwa Tono Alias Asia tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama 
Primairjdan Dakwaan Pertama Subsidair. Membebaskan Terdakwa  dari Dakwaan Pertama 
Primair dan Dakwaan Pertama Subsidair; Menyatakan Terdakwa Tono alias Asia tersebut 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencucian uang hasil 
dari tindak pidana korupsi”;  
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) 
tahun dan pidana denda sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan 
jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;  
3. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada terdakwa Tono alias Asia berupa membayar uang 
pengganti kepada Tono alias Asia berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar 
Rp. 3.250.000.000,- dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh 
terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan 
hukum tetap, maka harta benda milik terpidana dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk 
menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta 
                                                          
20 Pengadilan Tinggi adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang 
berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus 
oleh Pengadilan Negeri. Bisa dilihat pada http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tinggi diakses pada tanggal 
29 September 2015 Pukul 13.59 WIB 
21 Mahkamah Agung adalah lembaga negara badan kehakiman tertinggi yang membawahi badan 
peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, 
lingkurangan peradilan tata usaha negara. Bisa dilihat pada 
http://www.pengertianahli.com/2014/06/pengertian-mahkamah-agung.html#_ diakses pada tanggal 29 
September 2015 Pukul 14.32 WIB 
USU Law Journal, Vol.4.No.3(Juni 2016)                                66-76 
 
73 
 
benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana 
penjara 3 (tiga) tahun. 
 
 
2. Analisis Kasus 
a. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 
116/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn   
 Dapat dikemukakan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan telah terjadi kekeliruan 
terhadap unsur perbuatan melawan hukum jika dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, 
dalam keterangan Johan Tancho yang menerangkan adanya meminjam uang kepada Terdakwa 
sebesar Rp. 2.250.000.000,- untuk membeli alat-alat kesehatan dari Johan winata dan Johan 
Tancho menerangkan di persidangan bahwa pengiriman uang sejumlah Rp. 3.250.000.000,- 
kepada terdakwa, dengan fakta ini maka uang hasil tindak pidana korupsi yang masuk ke rekening 
terdakwa harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa untuk dikembalikan kepada negara. Jadi 
dalam kasus ini terdakwa berperan ikut mendanai/memberikan modal kepada Johan Tancho untuk 
membeli alat-alat kesehatan kepada Johan Winata, dalam hal ini tedakwa telah terbukti melakukan 
tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu primair 
Pasal 2 ayat (1) dengan UU No 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena dalam 
perkara tindak pidana korupsi, pelaku tidak harus memperkaya/menguntungkan dirinya sendiri, 
melainkan juga menguntungkan/memperkaya orang lain atau korporasi. 
 Berdasarkan pertimbangan hakim pengadilan Negeri Medan dalam putusan perkara 
No.116/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn menjatuhkan putusan yaitu menyatakan terdakwa Tono alias Asia 
terbukti telah Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (1) huruf a  UU No 8 Tahun 2011 Tentang Pencegahan 
dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehubungan dengan putusan di atas, penelitian 
beranggapan  bahwa penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh hakim tidak tepat karena dalam hal ini 
tedakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama 
sebagaimana dakwaan kesatu primair Pasal 2 ayat (1) dengan UU No 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP. Seharusnya hakim dalam perkara ini menjatuhkan hukuman untuk tindak 
pidana korupsi dan ditambah hukuman untuk tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam 
tuntutan jaksa.   
  Terhadap pertimbangan hakim pada unsur Unsur "Yang menerima atau menguasai 
penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau 
menggunakan    Harta    Kekayaan    yang    diketahuinya   atau    patut diduganya merupakan hasil 
tindak pidana". Dengan adanya perbuatan melawan yang dilakukan oleh terdakwa, menurut 
Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor: 
Nomor : R-99/PW.02/5/2013 tanggal 23 Agsutus 2013 atas Dugaan Penyimpangan Kegiatan 
Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu 
Selatan yang bersumber dari Dana APBN TP TA 2012 terdapat kerugian keuangan negara sebesar 
Rp. 12.275.275.408 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh 
Lima Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah). Dapat dikemukakan hakim pengadilan tindak pidana 
korupsi medan tidak berpedoman pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 
tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sangat jelas memberikan kepada BPK dalam 
menentukan kerugian keuangan negara/daerah. 
 Kewenangan BPK menetukan kerugian keuangan negara/daerah dipertegas lagi pada 
Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menyebutkan: 
1. Bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang 
dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank 
Indonesia, Badan Usaha, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan 
Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara. 
2. Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan 
Undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 
3. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan 
dengan tujuan tertentu 
Pada Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menyebutkan: 
1. BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan 
melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola 
BUMN/D dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan 
negara. 
2. Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar 
ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK. 
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  Audit penghitungan kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh BPKB yang sebagaimana 
terdapat pada Peraturan Presiden No 192 Tahun 2014 yang memberi kewenangan kepada BPKP 
untuk melakukan audit kerugian keuangan negara, melanggar UU Keuangan Negara, UU 
Perbendaharaan Negara, UU Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, 
dan UU BPK. Karena, lebih dulu ada Undang-undang tersebut dibandingkan dengan Peraturan 
Presiden No. 192 Tahun 2014.22  
b. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 
33/Pid.Sus.K/2014/PT-MDN. 
Dapat dikemukakan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak tepat, karena disini 
hakim terkesan mengikuti terhadap pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Medan. 
Seharusnya hakim harus membuat pertimbangan baru atas dasar menambahkan hukuman 
terhadap si terdakwa. 
 
c.  Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1793 
K/PID.SUS/2014  
Terhadap putusan mahkamah agung yang mengabulkan permohonan kasasi dari penuntut 
umum pada kejaksaan Negeri Rantau Prapat telah tepat. Karena dapat dilihat dalam pertimbangan 
sebagai berikut: 
1. Judex Facti telah keliru mempertimbangkan unsur perbuatan melawan hukum (dihubungkan 
dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP, dalam keterangan Johan Tancho yang menerangkan 
adanya meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.250.000.000,- untuk membeli alat-
alat kesehatan dari Johan winata dan Johan Tancho menerangkan di persidangan bahwa 
pengiriman uang sejumlah Rp. 3.250.000.000,- kepada terdakwa, dengan fakta ini maka uang 
hasil tindak pidana korupsi yang masuk ke rekening terdakwa harus dipertanggungjawabkan 
oleh terdakwa untuk dikembalikan kepada negara. Jadi dalam kasus ini terdakwa berperan 
ikut mendanai/memberikan modal kepada Johan Tancho untuk membeli alat-alat kesehatan 
kepada Johan Winata, dalam hal ini tedakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi 
yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu primair Pasal 2 ayat (1) 
dengan UU No 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena dalam perkara tindak 
pidana korupsi, pelaku tidak harus memperkaya/menguntungkan dirinya sendiri, melainkan 
juga menguntungkan/memperkaya orang lain atau korporasi. 
2. Dalam menganalisis yuridis pembuktian atas dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan 
subsidaritas, majelis hakim telah keliru dengan cara membalikkan urutan dakwaan lebih 
subsidair menjadi dakwaan utama dalam dakwaan kedua penuntut umum, padahal dakwaan 
kedua penuntut umum disusun dalam bentuk subsidaritas yaitu primair melanggar Pasal 3 Jo. 
Pasal 2 ayat (1) Huruf a UU RI no 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana pencucian uang subsidair Pasal 4 Jo. Pasal 2 ayat (1) Huruf a UU RI no 8 tahun 
2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 
3. Bahwa Judex facti telah keliru mengesampingkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
pada pengadilan Negeri Medan masing-masing putusan perkara korupsi atas nama terdakwa 
Johan Winata, Putusan perkara korupsi atas nama Johan Tancho, dan putusan perkara 
korupsi atas nama terdakwa Dr. Rusman Lubis, Sp.B. FinaCS dan putusan perkara korupsi 
atas nama terdakwa Syahrul’an SKH yang menyatakan perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut 
dilakukan secara bersama-sama dengan Tono Alias Asia. 
Berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa putusan pengadilan 
Tinggi Medan Nomor: 33/PIDSUS.K/2014/PT.Mdn tanggal 21 juli 2014, yang mengubah putusan 
Pengadilan Negeri Medan No: 116/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tanggal 30 April 2014 harus dibatalkan 
dan Mahkamah Agung Mengadili perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:23  
1. Menyatakan Terdakwa Tono Alias Asia tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama 
Primairjdan Dakwaan Pertama Subsidair. Membebaskan Terdakwa  dari Dakwaan Pertama 
Primair dan Dakwaan Pertama Subsidair; Menyatakan Terdakwa Tono alias Asia tersebut 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencucian uang hasil 
dari tindak pidana korupsi”;  
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) 
tahun dan pidana denda sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan 
jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;  
                                                          
22 Sudirman, Dilema Audit Kerugian Keuangan Negara/Daerah (korupsi) ( Medan : Tanpa Penerbit, 
2015), Hal. 129 
23 Amar putusan ini dikutip sesuai dengan redaksi aslinya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 
1793 K/Pid.SUS/2014. 
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3. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada terdakwa Tono alias Asia berupa membayar uang 
pengganti kepada Tono alias Asia berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar 
Rp. 3.250.000.000,- dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh 
terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan 
hukum tetap, maka harta benda milik terpidana dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk 
menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta 
benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana 
penjara 3 (tiga) tahun. 
Putusan Mahkamah Agung ini adalah sebuah putusan yang sangat bijaksana dan  
mencerminkan keadilan, karena pertimbangan hukumnya tidak hanya didasarkan pemenuhan 
unsur-unsur yuridis tetapi sekaligus memperhatikan fakta-fakta yang  menjadi kausalitas tindak 
pidana yang terjadi. Tampak disini bahwa Mahkamah Agung telah melompat dari paradigma 
supremasi hukum (law supremacy) kepada supremasi keadilan (justice supremacy) sebagai tujuan 
dari hukum.24 
  
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
1. keterkaitan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa sebagai tindak pidana asal dalam 
kejahatan pencucian uang dapat dilihat pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan, d, Pasal 7 ayat 
(2), dan Pasal 12 huruf h UU Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak 
Pidana Pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat. Hal tersebut secara jelas dapat 
dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan 
predicate crime (tindak pidana asal) dari tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana asal 
adalah tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang. 
2. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa terdiri atas 
tanggung jawab pribadi dan Tanggung Jawab Jabatan dalam Pengadaan Barang dan jasa. 
Tanggungjawab jabatan dibagi atas: Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran 
(KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP) / Pejabat 
Pengadaan, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 
3. Analisis Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (Studi 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1793 K/PID.SUS/2014. Berdasarkan pertimbangan hakim 
pengadilan Negeri Medan dalam putusan perkara No.116/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn 
menjatuhkan putusan yaitu menyatakan terdakwa Tono alias Asia terbukti telah melakukan 
tindak pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (1) huruf a  UU No 8 Tahun 2011 Tentang 
Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa penjatuhan sanksi 
yang dilakukan oleh hakim tidak tepat karena dalam hal ini tedakwa telah terbukti melakukan 
tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu 
primair Pasal 2 ayat (1) dengan UU No 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
Seharusnya hakim dalam perkara ini menjatuhkan hukuman untuk tindak pidana korupsi dan 
ditambah hukuman untuk tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam tuntutan jaksa.  
Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak tepat, karena disini hakim terkesan 
mengikuti terhadap pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Medan. Seharusnya hakim 
harus membuat pertimbangan baru atas dasar menambahkan hukuman terhadap si terdakwa. 
Terhadap putusan Mahkamah Agung, putusan ini telah bijaksana karena pertimbangan 
hukumnya tidak hanya didasarkan pemenuhan unsur-unsur yuridis tetapi sekaligus 
memperhatikan fakta-fakta yang  menjadi kausalitas tindak pidana yang terjadi. 
 
B. Saran 
1. Perlunya dibentuk lembaga independen yang khusus melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh 
Indonesia. Dan dalam pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa dalam sektor 
pemerintahan, dimana pengaturan tersebut tidak hanya dalam bentuk suatu keputusan 
presiden maupun peraturan presiden namun dalam bentuk suatu Undang-undang yang 
mengatur secara jelas tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintahan, proses pengadaan 
barang dan jasa pemerintahan serta pihak-pihak dalam pengadaan barang dan jasa dalam 
sektor pemerintahan. 
                                                          
24 Romli Atmasasmita menulis bahwa tujuan keadilan sesungguhnya tujuan terjauh dari hukum, 
berbeda dengan ketertiban yang merupakan tujuan terdekat dari hukum setelah kepastian hukum. Lihat Romli 
Atmasasmita, Teori Hukum Integratif: Rekontruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum 
Progresif, (Yogyakarta: Genta Publising,2012), hal. 24 
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2. Kontrak Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan nilai pengadaan lebih 
dari Rp. 50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah) seharusnya dibuat dengan akta dan 
dihadapan Notaris supaya kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki daya 
pempuktian yang sempurna dan untuk memenuhi prinsip terbuka dan transparan.  
3. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dari 
tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan akibat tindak pidana pencucian uang yang 
tidak merugikan seseorang secara langsung, sehingga bahayanya kurang disadari oleh 
masyarakat. 
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